SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
mengamanatkan susunan organisasi, tugas pokok dan
fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Gubernur;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153}

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
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Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan
dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6731);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 548);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun
2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2025 Nomor 2).
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Mengingat

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1+
2.

10.

11.

12,

(1)

Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.

Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi
Papua Tengah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat
Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Papua Tengah.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya
disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Papua Tengah.

Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Papua Tengah.

Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Papua Tengah.

Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Papua Tengah.

Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Papua Tengah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
Satpol PP merupakan wunsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi
kewenangan Daerah.

(2) Satpol PP...../5
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Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Satpol PP yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
Susunan Organisasi Satpol PP terdiri atas:
a. Kepala Satpol PP ;
b. Sekretariat Satpol PP, membawahkan:
1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah,
membawahkan:
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan
Produk Hukum Daerah; dan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dan Teknik Fungsional.
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Protokoler dan Kerja Sama; dan
3. Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat.
e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Perlindungan
Masyarakat;
2. Seksi Penanggulangan Bencana dan Keadaan
Darurat; dan
3. Seksi Pemberdayaan dan = Kesiapsiagaan
Masyarakat.
f.  Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB 1II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Satpol PP

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan di  bidang
ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan...../6
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a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman
dan  ketertiban umum  serta perlindungan
masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang
ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
ketenteraman dan  ketertiban umum  serta
perlindungan masyarakat;

d. pelaksanaan administrasi satuan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unit
pelaksana teknis; dan

f.  pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 5

Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin,
merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Satpol PP di bidang ketenteraman
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Satpol PP mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana program
satuan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk
untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang
ketenteraman dan  ketertiban umum = serta
perlindungan masyarakat sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan perundang-undangan,;

b. penyusunan rencana strategis Satpol PP berdasarkan
rencana strategis Pemerintah Daerah melalui usulan
program, permasalahan dan skala prioritas untuk
kejelasan arah penyusunan rencana kerja;

c. pengoordinasian dan penetapan rencana kerja Satpol
PP dengan mengarahkan dan memberi petunjuk
untuk ketepatan percepatan sasaran program;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satpol PP
berdasarkan Program untuk sinkronisasi tugas;

e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat, Bidang
dan unit pelaksana teknis sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan
program kerja masing-masing;

f. penandatanganan naskah dinas sesuai dengan
kewenangannya untuk tertib administrasi:

g. penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

h. pengoordinasian kegiatan..../7
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h. pengoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian
dan pengawasan di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
dan menetapkan standar pelayanan minimal unit
pelaksana teknis berdasarkan peraturan perundang-
undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

i.  pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait,
pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal serta
pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk sinkronisasi program,;

j- pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan
permasalahan tepat sasaran;

k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
Kabupaten /Kota berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian
program,;

l.  pembinaan kelompok Jabatan Fungsional sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya untuk
optimalisasi tugas;

m. pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai
dengan peraturan/pedoman dalam rangka
meningkatkan kinerja pegawai;

n. pelaksanaan evaluasi program sekretariat, bidang
dan unit pelaksana teknis berdasarkan realisasi
tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam
rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
dan

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan
melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan penyusunan rencana dan program Kkerja,
pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

Sekretariat Satpol PP dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat
Satpol PP;

b. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyusunan
rencana dan program kerja serta anggaran Satpol PP;

c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan
penyajian data statistik lingkup Satpol PP;

d. pengelolaan administrasi keuangan Satpol PP;

e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Satpol PP;

f. pengelolaan pelayanan...../8



(1)

k.

i

-8-

pengelolaan pelayanan administrasi umum Satpol
5 3

pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian
Satpol PP;

pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
kerja sama, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol
Satpol PP;

pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di
lingkungan Satpol PP;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan Satpol PP;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Satpol PP membawahkan:

a
b

Subbagian Program dan Keuangan; dan
Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai
tugas:

a.

b.

melakukan penyusunan program dan rencana
kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
mengoordinasikan penyusunan rencana program
dan kegiatan, meliputi Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU),
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Penetapan
Kinerja (PK);

melakukan pengumpulan dan pengadministrasian
usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dari unit
kerja di lingkungan Satpol PP;

melakukan penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) berdasarkan usulan unit kerja dan
hasil pembahasan internal pada Satpol PP;
melakukan pengurusan administrasi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan
mengkoordinasikannya pada pihak terkait;
melakukan penyiapan data informasi dan laporan di
lingkup Satpol PP;

melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan
program dan kegiatan Satpol PP;

melakukan koordinasi dengan unit kerja di
lingkungan satuan untuk penyiapan bahan
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Satpol PP dan laporan kedinasan
lainnya;

melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satpol PP;

j- melakukan pembinaan...../9
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melakukan pembinaan urusan keuangan Satpol PP;
melakukan pemrosesan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar
(SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melakukan pengelolaan kas Satpol PP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
menerima dan menyetorkan pendapatan yang
berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai bahan
penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
Satpol PP;

melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
sesuai dengan permasalahannya;

melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai

tugas:

a. menyusun rencana Kkerja Subbagian Umum dan
Kepegawaian;

b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan
pengiriman surat dan naskah dinas lainnya,;

c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan
penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata
naskah dinas;

d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan
perkantoran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan
ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk
hukum Daerah yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Satpol PP;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan
Satpol PP;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Satpol PP;

j.  menyusun jadwal dan mengelola rapat, kunjungan
tamu, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai
dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan

administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan;

1. menyiapkan...../ 10
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1. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja
pegawai;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Pasal 8

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas
menyiapkan  bahan  perumusan  kebijakan dan
pelaksanaan  kebijakan  teknis, pengoordinasian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan
dengan Penegakan Produk Hukum Daerah.

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis penegakan produk
hukum Daerah;

b. penyusunan perencanaan kegiatan pada penegakan
produk hukum Daerah;

c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
Penegakan produk hukum Daerah;

d. pelaksanaan kegiatan perencanaan penegakan
produk hukum Daerah;

e. pengoordinasian kebijakan teknis penegakan produk
hukum Daerah;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis perencanaan penegakan produk
hukum Daerah; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Satpol PP.

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah,

membawahkan:

a  Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

b  Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan
Produk Hukum Daerah; dan

c  Seksi Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri
Sipil dan Teknik Fungsional.

Pasal 9
Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

c. menyiapkan bahan...../11
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menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan;

menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Produk
Hukum Daerah dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:

a.

£

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
penyelidikan, penyidikan dan penindakan produk
hukum Daerabh;

menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
penyelidikan, penyidikan dan penindakan produk
hukum Daerah;

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan dan
penindakan produk hukum Daerah;

menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
penyelidikan, penyidikan dan penindakan produk
hukum Daerah;

menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
penyelidikan, penyidikan dan penindakan produk
hukum Daerah;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi penyelidikan, penyidikan dan
penindakan produk hukum Daerah; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

Seksi Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dan Teknik Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) huruf ¢, mempunyai tugas:

a.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil
dan teknik fungsional;

menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil
dan teknik fungsional,

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan peningkatan Kkapasitas
penyidik pegawai negeri sipil dan teknik fungsional;
menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil
dan teknik fungsional;

menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil
dan teknik fungsional;

f. melaksanakan pemantauan...../12
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melgksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebij akan teknis seksi peningkatan kapasitas
penyidik pegawai negeri sipil dan teknik fungsional;
dan

g.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 10

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
yang Dberkenaan dengan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

b. penyusunan perencanaan kegiatan pada ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat;

c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d. pelaksanaan kegiatan perencanaan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat;

e. pengoordinasian kebijakan teknis ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat;

f.  pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis perencanaan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Satpol PP.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

membawahkan:

a. Seksi Operasi dan Pengendalian;

b. Seksi Protokoler dan Kerja sama; dan

c. Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat.

Pasal 11

Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
operasi dan pengendalian;

b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan operasi
dan pengendalian;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan operasi dan pengendalian;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasi
dan pengendalian;

e. menyiapkan bahan...../13
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e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
operasi dan pengendalian;

. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi operasi dan pengendalian; dan

g melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

Seksi Protokoler dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
protokoler dan kerja sama;

b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan protokoler
dan kerja sama;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan protokoler dan kerja sama;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan protokoler
dan kerja sama;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
protokoler dan kerja sama;

f.  melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi protokoler dan kerja sama,;
dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (huruf b mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
pelayanan dan pengaduan masyarakat;

b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pelayanan
dan pengaduan masyarakat;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan pelayanan dan pengaduan
masyarakat;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan
dan pengaduan masyarakat;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pelayanan dan pengaduan masyarakat;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi pelayanan dan pengaduan
masyarakat; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

Bagian Keenam
Perlindungan Masyarakat

Pasal 12
Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas
menyiapkan bahan  perumusan kebijakan dan
pelaksanaan  kebijakan teknis, mengoordinasikan,
memantau, mengevaluasi dan melaporkan yang
berkenaan dengan perlindungan masyarakat.

(2) Bidang Perlindungan...../14
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Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perlindungan
masyarakat;

b. penyusunan perencanaan kegiatan pada
perlindungan masyarakat;

c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
perlindungan masyarakat;

d. pelaksanaan kegiatan perencanaan perlindungan
masyarakat;

e. pengoordinasian kebijakan teknis perlindungan
masyarakat;

f.  pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan  teknis perencanaan  perlindungan
masyarakat;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Satpol PP.

Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan:

a. Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Perlindungan
Masyarakat;

b. Seksi Penanggulangan Bencana dan Keadaan
Darurat; dan

c. Seksi Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Masyarakat.

Pasal 13

Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Perlindungan Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:

a.

b.

h.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
pembinaan dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan pembinaan dan fasilitasi
perlindungan masyarakat;

menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan
dan fasilitasi perlindungan masyarakat;

memberikan jaminan keamanan kepada tenaga
kesehatan, di daerah terpencil;

menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pembinaan dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi pembinaan dan fasilitasi
perlindungan masyarakat; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

Seksi Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:

a.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
penanggulangan bencana dan keadaan darurat;

b. menyiapkan bahan...../15
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b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
penanggulangan bencana dan keadaan darurat;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan penanggulangan bencana dan
keadaan darurat;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana dan keadaan darurat;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
penanggulangan bencana dan keadaan darurat;

f.  melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi penanggulangan bencana dan
keadaan darurat; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

Seksi Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasall2 ayat (3) huruf c

mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
pemberdayaan dan kesiapsiagaan masyarakat;

b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
pemberdayaan dan kesiapsiagaan masyarakat;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan pemberdayaan dan
kesiapsiagaan masyarakat;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan dan kesiapsiagaan masyarakat;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pemberdayaan dan kesiapsiagaan masyarakat;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan  teknis seksi pemberdayaan dan
kesiapsiagaan masyarakat; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang
keahliannya pada Satpol PP.
Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam pelaksanaan tugas, pejabat fungsional dapat
bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan
mekanisme kerja dan sistem kerja sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penugasan pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
Kepala Satpol PP.

(5) Pejabat fungsional...../16
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(5) Pejabat fungsional melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala Satpol PP.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 15
Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian
pada Satuan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang
berwenang atas usul Kepala Satuan.

Pasal 17
Pejabat lainnya di lingkungan Satpol PP, diangkat dan
diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satpol PP,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala
Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit
organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satpol
PP wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara
berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan
organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan
dan wajib mengadakan rapat secara berkala.
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Pasal 19
Dalam hal pejabat berhalangan, dapat mendelegasikan
kewenangan tugas tertentu kepada pejabat setingkat di
bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 20
(I) Kepala Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon Il.a
atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan
struktural eselon Ill.a atau jabatan administrator.
(3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan jabatan
struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21
pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22
Pejabat yang ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku,
tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya
sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Dalam menegakkan produk hukum Daerah di luar peraturan
Daerah Provinsi tentang Ketenteraman dan ketertiban umum,
Satpol PP melibatkan Perangkat Daerah teknis.

Pasal 24
(1) Dalam rangka pemenuhan operasional, Pemerintah
Daerah mengadakan sarana prasarana Satpol PP sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi kegiatan yang diprioritaskan dalam
pengadaannya.

Pasal 25...../18
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Pasal 25
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran dan
Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2022 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 10 Februari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 010

A
UM .
TAn sesygiylengan aslinya

YURRAMWMANMORUNG, SH., M.H.

NIP 197606082002121002
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